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Abstrak 
Studi ini menelusuri realasi perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional 
(EBT) dari sudut pandangan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi, namun dalam hal kepemilikannya telah terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta 
dan negara, yakni adanya pengklaiman (pengakuan) oleh pihak asing tanpa seizin pencipta 
atau negara Indonesia, sehingga memicu adanya konflik kepentingan antarnegara pemilik 
dan negara yang mengklaim. Penelitian atas hal tersebut menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif. Meskipun terdapat dua aturan yang melindungi, namun tidak dapat di-
pungkiri bahwa hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara be-
lum ada peraturan pemerintahnya. Hal ini jauh berbeda dengan ketentuan UU Pemerintahan 
Aceh yang mengatur dengan jelas melalui Lembaga MAA. Implikasi studi ini adalah bahwa 
ketentuan Undang-Undang dan peran Majelis Adat Aceh harus bersinergi dalam rangka me-
lindungi Ekspresi Budaya Tradisional. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Budaya dan adat istiadat 
merupakan bagian dari ekspresi 
budaya tradisional, ekspresi bu-
daya tradisional merupakan ke-
kayaan intelektual masyarakat 
pemiliknya yang telah menjadi ba-
gian dari masyarakat yang ber-
sangkutan dan diturunkan dari sa-
tu generasi kegenarasi selanjutnya.  
Koentjaraningrat menyatakan 
bahwa;  
“Corak khas dari suatu kebu-
dayaan bisa tampil karena kebu-
dayaan itu menghasilkan suatu 
unsur yang kecil berupa suatu 
unsur kebudayaan fisik dengan 
bentuk yang khusus, atau di anta-
ra pranata-pranatanya ada suatu 
pola sosial yang khusus atau da-
pat juga menganut suatu tema 
budaya yang khusus. Sebaliknya 
corak khas tadi juga dapat dis-
ebabkan karena adanya kom-
pleks unsur-unsur yang lebih be-
sar. Berdasarkan atas corak khu-
susnya tadi, suatu kebudayaan 
dapat dibedakan dengan kebu-
dayaan yang lain” (Koentjaranin-
grat, 1986: 263). 
Pelestarian adalah kegiatan 
untuk memelihara keberadaan dan 
keberlanjutan pengetahuan tradi-
sional dan Ekspresi Budaya Tradi-
sional (EBT) agar karakter dan 
fungsinya tetap terjaga sebagai ba-
gian dari identitas masyarakat 
Pengembannya. EBT merupakan 
milik komunal (bersama) masya-
rakat pemiliknya. Dalam arti lebih 
luas budaya rakyat yang  tradi-
sional dan popular adalah kreasi 
yang berorientasi pada kelompok 
dan berlandaskan tradisi dan ke-
lompok atau individu yang men-
cerminkan harapan masyarakat 
sebagai suatu ekspresi dari budaya 
dan identitas sosialnya dan pada 
umunya disampaikan atau ditular-
kan secara lisan melalui peniruan 
atau dengan cara lain (Perangin-
angin , 2017: 1). 
Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD RI 1945) sebagai kons-
titusi negara telah mengama-
natkan pemajuan budaya dalam 
Pasal 32 ayat (1): “Negara mema-
jukan kebudayaan nasional Indo-
nesia di tengah peradaban dunia 
dengan menjamin kebebasan ma-
syarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai bu-
dayanya”. Berangkat dari amanat 
tersebut, Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Pemerin-
tahan Aceh, mengatur lebih lanjut 
tentang upaya pemerintah untuk 
memberikan perlindungan hukum 
terhadap ekspresi budaya tradi-
sional yaitu dalam Bab XII dan XIII 
diatur tentang Lembaga Wali 
Nanggroe dan Lembaga Adat, Pasal 
98 Undang-undang ini menye-
butkan lembaga adat berfungsi dan 
berperan sebagai wahana partisi-
pasi masyarakat dalam penyeleng-
garaan pemerintahan Aceh dan 
pemerintahan kabupaten/kota di 
bidang keamanan, ketentraman, 
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kerukunan dan ketertiban masya-
rakat. Pada ayat berikutnya dalam 
pasal ini, menyebutkan tentang 
penyelesaian masalah sosial kema-
syarakatan secara adat, ditempuh 
melalui lembaga adat. 
Undang-Undang  Nomor 28 
tahun 2014 tentang hak cipta 
mengatur dan memberikan perlin-
dunga hukum tentang Karya cipta 
ekspresi budaya tradisional yaitu 
dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) 
yang berbunyi hak cipta atas ek-
spresi budaya tradisional dipegang 
oleh negara, dan negara wajib 
menginventarisasi, menjaga, dan 
memelihara ekspresi budaya tradi-
sional sebagaimana dimaksud pa-
da ayat (1). 
 
2. METODE PENELITIAN 
Dari uraian di atas dapat di-
rumuskan permasalahannya ada-
lah bagaimanakah perlindungan 
hukum terhadap pelestarian ek-
spresi budaya tradisional menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
Dan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 
Untuk menjawabnya, secara de-
skriptif, penelitian ini mengguna-
kan  metode yuridis normatif. 
Penelitian ini bersifat deskriptif 
analitis yang bertujuan 
menggambarkan suatu peraturan 
dalam konteks teori dan 
pelaksanaanya secara tepat dan 
menyeluruh. dapat disimpulkan 
bahwa metode yang digunakan 
adalah metode penelitian normatif 
yang merupakan suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk 
menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan 
hukum dari sisi normatifnya.  
Logika keilmuan dalam 
penelitian hukum normatif 
dibangun berdasarkan disiplin 
ilmiah dan cara-cara kerja ilmu 
hukum normatif, yaitu ilmu hukum 
yang objeknya hukum itu sendiri 
(Ibrahim, 20016: 57). Artinya pe-
nelitian ini bertujuan untuk mem-
pelajari penerapan norma-norma 
atau kaidah hukum tentang perlin-
dungan hukum terhadap pelesta-
rian ekspresi budaya tradisional 
menurut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 Tentang Pemerin-
tahan Aceh Dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Hak Cipta. 
Pendekatan yang digunakan 
adalah perundang-undangan (Sta-
tute approach). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan terse-
but karena yang  diteliti adalah 
berbagai aturan hukum yang ber-
kaitan dengan masalah perlindun-
gan perlindungan hukum terhadap 
pelestarian ekspresi budaya tradi-
sional, kemudian dihubungkan 
dengan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait. 
Analisis hukum yang dihasilkan 
oleh suatu penelitian hukum nor-
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matif yang menggunakan pendeka-
tan perundang-undangan akan 
menghasilkan suatu penelitian 
yang akurat.  
Sumber data dalam peneli-
tian ini digunakan adalah: 1) Ba-
han hukum primer, yaitu peratu-
ran perundang-undangan tentang 
perlindungan hukum  terhadap 
pelestarian ekspresi budaya tradi-
sional. 2) Bahan hukum sekunder 
yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hu-
kum primer, seperti hasil peneli-
tian, tesis, disertasi, putusan pen-
gadilan, artikel-artikel hukum di 
majalah, surat kabar, serta bahan 
dokumen-dokumen lainnya yang 
berkaitan dengan perlindungan 
hukum terhadap perlindungan hu-
kum terhadap pelestarian ekspresi 
budaya tradisional. 3) Bahan hu-
kum tersier, yaitu bahan hukum 
penunjang yang memberikan pe-
tunjuk atau penjelasan bermakna 
terhadap data primer dan  data se-
kunder seperti, seperti kamus hu-
kum, kamus bahasa Belanda dan 
Indonesia, kamus bahasa Inggris 
dan Indonesia, ensiklopedia, dan 
lain-lain (Soekanto dan Mamudji, 
2007: 13). 
Adapun tinjauan pustaka 
penelitian ini dapat dilihat pada 
penjelasan berikut: Menurut Su-
dikno Mertokusumo, (2003: 39) 
perlindungan hukum adalah per-
lindungan yang diberikan kepada 
subyek hukum dalam bentuk pe-
rangkat hukum baik yang bersifat 
preventif maupun yang bersifat 
represif, baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis, dengan kata lain per-
lindungan hukum sebagai suatu 
gambaran dari fungsi hukum, yaitu 
konsep dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, keter-
tiban, kepastian , kemanfaatan dan 
kedamaian.  
Perlindungan hukum selalu 
dikaitkan dengan konsep rechstaat 
atau konsep rule of law karena la-
hirnya konsep-konsep tersebut 
tidak lepas dari keinginan membe-
rikan pengakuan dan perlindungan 
terhadap Hak Asasi Manusia  Su-
dikno Mertokusumo juga menga-
takan bahwa perlindungan hukum 
dapat berarti perlindungan yang 
diberikan terhadap hukum agar 
tidak ditafsirkan berbeda dan tidak 
dicederai oleh aparat penegak hu-
kum dan bisa juga berarti perlin-
dungan yang diberikan oleh hu-
kum terhadap sesuatu (Mertoku-
sumo, 2009: 38). 
Sementara itu, Philupus M 
Hadjon (1987: 29) berpendapat 
bahwa perlindungan hukum bagi 
rakyat dapat diartikan sebagai tin-
dakan pemerintah yang bersifat 
preventif maupun yang bersifat 
represif. Perlindungan hukum 
yang bersifat preventif untuk men-
cegah terjadinya sengketa, yang 
mengarahkan tindakan pemerin-
tah bersikap hati-hati dalam pen-
gambilan keputusan berasarkan 
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diskresi, dan perlindungan hukum 
yang represif bertujuan untuk me-
nyelesaikan terjadinya sengketa, 
termasuk penanganan di lembaga 
peradilan (Hadjon, 1987:29). 
Hadjon menyatakan, seba-
gaimana dikutip oleh Asri Wijayan-
ti,   bahwa pengertian perlindun-
gan hukum yakni selalu berkaitan 
dengan kekuasaan, ada dua kekua-
saan yang selalu menjadi perha-
tian, yakni kekuasaan pemerintah 
dan kekuasaan ekonomi. Dalam 
hubungan dengan kekuasaan pe-
merintah, permasalahan perlin-
dungan hukum bagi rakyat (yang 
diperintah), terhadap pemerintah, 
dalam hubungan dengan kekua-
saan ekonomi permasalah perlin-
dungan hukum adalah perlindun-
gan bagi yang lemah (ekonomi) 
terhadap yang kuat (ekonomi), 
misal perlindungan bagi pekerja 
terhadap pengusaha (Wijayanti, 
2009: 8). 
Ekspresi Budaya Tradision-
al (EBT), atau di dalam wacana di 
tingkat internasional seringkali 
digunakan istilah expressions of 
folklore, adalah segala sesuatu 
yang dianggap milik bersama sua-
tu komunitas atau suatu masyara-
kat, dan penciptaannya anonim. 
Secara garis besar Ekspresi Bu-
daya Tradisional (EBT), sebagai-
mana karya budaya pada umum-
nya, dapat digolongkan atas yang 
tangible (dapat disentuh, berupa 
benda padat) dan yang intangble 
(termasuk ke dalamnya nilai-nilai, 
konsep, dan juga tata tindakan se-
perti upacara, teater, tari, serta 
musik dan sastra).  
Ungkapan ungkapan seni 
tradisional ini dapat mengandung 
di dalamnya: 1) Nilai-nilai estetik, 
dan ini pada gilirannya terkait 
dengan teknik-teknik berungkap 
(para pelakunya) maupun teknik-
teknik dalam membuat peralatan 
pendukungnya (instrumen dan 
properti). 2) Nilai-nilai simbolik, 
yang dapat terkait dengan pan-
dangan dunia serta sistem keper-
cayaan pada kebudayaan yang 
bersangkutan; dan Fungsi dalam 
peneguhan sistem kepercayaan 
dan atau sistem sosial dalam ma-
syarakat pendukung kebudayaan 
yang bersangkutan. 3) Pengeta-
huan tradisional dan ekspresi bu-
daya tradisional di dalam rezim 
hak kekayaan intelektual (Riswan-
di dan Syamsudin, 2005: 26). 
Rancangan Undang-undang 
Ekspresi Budaya Tradisional 
(RUUEBT) Pasal 1 angka 2 mem-
berikan pengertian Ekspresi Bu-
daya Tradisional adalah segala 
bentuk ekspresi, baik material 
maupun immaterial, atau kombi-
nasi keduanya yang menunjukkan 
keberadaan suatu budaya dan 
Pengetahuan Tradisional, yang 
bersifat turun-temurun. 
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3. PEMBAHASAN 
3.1. Perlindungan Hukum terhadap 
Pelestarian Ekspresi Budaya 
Tradisional Menurut Undang-
Undang No 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh  
Hakikat perlindungan ek-
spresi budaya tradisional adalah 
bagaimana memahami sejauhmana 
dasar filosofi yang melandasi piki-
ran manusia sehingga mendorong 
untuk memutuskan memberikan 
perlindungan terhadap ekspresi 
budaya tradisional, dasar filosofi 
ini akan mengantar pada penca-
paian dukungan bagi penguatan 
perlindungan ekspresi budaya tra-
disional. Hakikat perlindungan da-
lam rangka penciptaan harmonisa-
si mengandung arti bagaimanakah 
hukum yang ada dapat memeran-
klan fungsinya fungsinya melahir-
kan keharmonisan, baik itu har-
monis antara pemilik dengan 
pengguna suatu benda (HKI) mau-
pun harmonis  antara budaya bah-
kan harmonis antara bangsa yang 
memiliki potensi klaim satu sama 
lain terhadap benda budaya ter-
tentu (Zulkifli, 2018:123). 
Kebijakan pemerintah pusat 
memberikan otonomi khusus un-
tuk Aceh salah satu jawaban dari 
rangkaian tuntutan masyarakat 
Aceh untuk mendapatkan keadilan 
dan memperbaiki kesejahteraan. 
Pemberian otonomi khusus bagi 
Provinsi Aceh bertujuan memper-
luas kewenangan (authority) ke-
pada daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri 
termasuk sumber-sumber ekono-
mi. Dengan perluasan kewenangan 
tersebut, peran kepemimpinan po-
litik di daerah dan masyarakat 
daerah dapat efektif. 
Dengan diberlakunya Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah. 
Maka terjadilah perubahan yang 
sangat signifikan, dimana dari sis-
tem pemerintahan sentralistik 
yang bersifat top down oriented 
menjadi ke pemerintahan yang 
disentralisasi yang bersifat com-
munity oriented. Dengan berla-
kunya otonomi daerah, maka bagi 
daerah telah terbuka peluang yang 
besar untuk mengatur dan mengu-
rus kepentingan masyarakat. Me-
nurut keinginannya berdasarkan 
aspirasi masyarakat (Darmawan, 
2010: 335). 
Berdasarkan Pasal 122 Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 menyebutkan bahwa keisti-
mewaan untuk Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh dan Propinsi Dae-
rah Istimewa Yogyakarta sebagai-
mana diatur dalam undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Dae-
rah tetap berlaku. Pada bagian 
penjelasan Pasal 122 disebutkan 
bahwa Keistimewaan Aceh dida-
sarkan pada sejarah perjuangan 
Kemerdekaan Nasional, sedangkan 
isi keistimewaan meliputi pelaksa-
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naan kehidupan beragama, adat 
dan pendidikan serta memperha-
tikan peranan ulama dalam pene-
tapan kebijakan daerah. Ketentuan 
ini oleh masyarakat Aceh dianggap 
tidak diatur, secara tersendiri me-
lalui suatu undang-undang. Se-
hingga masyarakat Aceh terus 
memperjuangkan Keistimewaan 
Aceh agar ditetapkan dalam suatu 
undang-undang yang khusus men-
gatur tentang Pelaksanaan Keisti-
mewaan Aceh. 
Lembaga Adat seperti yang 
disebutkan di atas, meliputi: Maje-
lis Adat Aceh, Imeum Mukim atau 
nama lain, Imeum Chik atau nama 
lain, Keuchik atau nama lain, Tuha 
Peut atau nama lain, Tuha Lapan 
atau nama lain, Imeum Meunasah 
atau nama lain, Keujruen Blang 
atau nama lain, Panglima Laot atau 
nama lain, Pawang Glee atau nama 
lain, Peutua Seuneubok atau nama 
lain, Haria Peukan atau nama lain 
dan Syahbanda atau nama lain. 
Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII 
dan XIII diatur tentang Lembaga 
Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. 
Pasal 98 Undang-Undang ini me-
nyebutkan lembaga adat berfungsi 
dan berperan sebagai wahana par-
tisipasi masyarakat dalam penye-
lenggaraan pemerintahan Aceh 
dan pemerintahan kabupaten/kota 
di bidang keamanan, ketentraman, 
kerukunan dan ketertiban masya-
rakat.  
Dalam Pasal 99 Undang-
Undang Pemerintahan Aceh ini, 
disebutkan bahwa pembinaan adat 
dan adat istiadat dilakukan sesuai 
perkembangan keistimewaan dan 
kekhususan Aceh yang berlan-
daskan pada nilai-nilai Syariat Is-
lam. Selanjutnya disebutkan, bah-
wa penyusunan ketentuan adat 
yang berlaku umum pada masya-
rakat Aceh dilakukan oleh lembaga 
adat dengan pertimbangan Wali 
Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal 
diatas diatur dengan qanun ter-
sendiri. 
Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh  dalam Bab XIII diatur ten-
tang Lembaga Adat Pasal 98 me-
nyebutkan bahwa: 1) Lembaga 
adat berfungsi dan berperan seba-
gai wahana partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan di Aceh dan pemerintahan 
kabupaten/kota di bidang keama-
nan, ketenteraman, kerukunan, 
dan ketertiban masyarakat. 2) Pe-
nyelesaian masalah sosial kema-
syarakatan secara adat ditempuh 
melalui lembaga adat. 3) Lembaga 
adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) salah satunya 
meliputi Majelis Adat Aceh. 
Dari ketentuan Pasal 98 ang-
ka 3 UU pemerintahan Aceh dapat 
katakan bahwa pemerintah mem-
berikan kewenangan untuk mem-
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bina dan melestarikan budaya-
budaya tradisional Aceh salah sa-
tunya kepada Lembaga Majelis 
Adat Aceh (MAA). Dalam Qanun No 
10 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Adat Pasal 1 Angka 9 menyebutkan 
bahwa Lembaga Adat adalah suatu 
organisasi kemasyarakatan adat 
yang dibentuk oleh suatu masya-
rakat hukum adat tertentu mem-
punyai wilayah tertentu dan mem-
punyai harta kekayaan tersendiri 
serta berhak dan berwenang untuk 
mengatur dan mengurus serta me-
nyelesaikan hal-hal yang berkaitan 
dengan adat Aceh. Selanjutnya da-
lam Angka 10 menyebutkan bahwa 
Majelis Adat Aceh yang selanjutnya 
disebut MAA adalah sebuah maje-
lis penyelenggara kehidupan adat 
di Aceh yang struktur kelemba-
gaannya sampai tingkat gampong 
yang mana peran dan fungsi MAA 
dalam membina dan 
mengembangkan adat dan  adat 
istiadat yang tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. 
Qanun No 3 tahun 2004 Ten-
tang Majelis Adat Aceh (MAA) me-
nyebutkan bahwa MAA Provinsi, 
MAA Kabupaten/Kota, MAA Per-
wakilan, MAA Kecamatan, MAA 
Kemukiman, dan MAA Gampong 
mempunyai fungsi untuk mening-
katkan pemeliharaan, pembinaan 
dan menyebar luaskan adat istia-
dat dan hukum adat dalam masya-
rakat sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari adat di Indonesia. 
Maka MAA sebagai lembaga oto-
nom dan mitra pemerintah daerah 
dalam menjalankan dan menye-
lenggarakan kehidupan adat. Da-
pat dikatakan bahwa  Majelis Adat 
Aceh (MAA) mempunyai tugas 
pokok dan fungsi: 1) membina dan 
mengembangkan lembaga-
lembaga adat Aceh, 2) membina 
dan mengembangkan tokoh-tokoh 
adat Aceh, 3) membina dan 
mengembangkan kehidupan adat 
dan adat istiadat Aceh, dan 4) me-
lestarikan nilai-nilai adat yang ber-
landaskan syariat Islam. 
Dari beberapa ketentuan di-
atas dapat disimpulkan bahwa 
lembaga adat yang berkembang 
dalam kehidupan masyarakat Aceh 
sejak dahulu hingga sekarang 
mempunyai peranan penting da-
lam membina nilai-nilai budaya, 
norma-norma adat dan aturan un-
tuk mewujudkan keamanan, keter-
tiban, ketentraman, kerukunan 
dan kesejahteraan bagi masyara-
kat Aceh sesuai dengan nilai islami. 
Keberadaan lembaga adat perlu 
ditingkatkan perannya guna me-
lestarikan budaya tradisional dan 
adat istiadat sebagai salah satu 
wujud pelaksanaan kekhususan 
dan keistimewaan Aceh di bidang 
adat istiadat sebagai salah satu 
pilar Keistimewaan Aceh. 
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3.2. Perlindungan Hukum terha-
dap Pelestarian Ekspresi Bu-
daya Tradisional Menurut 
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cip-
ta 
 
Ekspresi Budaya Tradision-
al berakar dalam tiga kata, tradisi, 
budaya dan ekspresi.Untuk "ek-
spresi", itu berarti untuk men-
gungkapkan atau tujuan yang jelas, 
ide atau perasaan.Budaya dalam 
bahasa Inggris sesuai dengan "bu-
daya" di Indonesia (Koentjoronin-
grat, 2009: 69). Hal ini berakar pa-
da bahasa Sansekerta "budhayah" 
yang berarti pikiran atau intelek-
tual (Mulyana, 2006: 59). Secara 
umum, budaya dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang dihasilkan 
oleh pikiran manusia dan intelek 
untuk mengembangkan dan mem-
pertahankan hidup mereka di ling-
kungan mereka. Ekspresi Budaya 
Tradisional adalah bagian dari ke-
hidupan budaya masyarakat seba-
gai pemilik. ekspresi budaya tradi-
sional sudah mengandung bebera-
pa nilai seperti ekonomi, spirituali-
tas dan komunalitas.  
Semua nilai-nilai ini dihor-
mati oleh masyarakat tradisional. 
Oleh karena itu, ekspresi budaya 
tradisional dapat mewakili identi-
tas masyarakat adat di daerah ter-
tentu (Hadikusuma, 2010:51). 
Maraknya kasus pelangga-
ran terhadap penggunaan penge-
tahuan tradisional masyarakat 
adat memuculkan adanya kesada-
ran komunal akan keberadaan dan 
pengakuan atas hak intelektual da-
ri masyarakat adat sebagai wari-
san secara turun temurun. Proses 
penyalahgunaan yang ada, berawal 
dengan pengakuan sepihak, bahwa 
pengetahuan eksprresi buday tra-
disional masyarakat lokal, misal-
nya di bidang obat-obatan diakui 
sebagai hasil temuan (invensi) me-
reka. Dan selanjutnya hasil temuan 
itu dimintakan perlindungan paten 
yang memberikan keuntungan 
ekonomis bagi pemegangnya mela-
lui monopoloisasi produk farmasi 
yang bersangkutan.  
Selain alasan penyalahgu-
naan dan ketidakadilan, kesadaran 
melindungi pengetahuan dan ek-
spresi kebudayaan tradisional, ju-
ga disebabkan karena sistem Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) tidak 
sepenuhnya relevan untuk melin-
dungi pengetahuan dan ekspresi 
kebudayaan tradisional, sebagai 
kekayaan intelektual. Ketidak rele-
vanan sistem HKI bagi upaya 
memberikan perlindungan di bi-
dang ekspresi budaya tradisional 
(Sardjono, 2004: 41). 
Hal inilah yang membang-
kitkan kesadaran perlindungan 
hak atas kekayaan intelektual atas 
pengetahuan tradisional dan ek-
spresi budaya tradisional yang di-
miliki masyarakat adat. Ketentuan 
TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan 
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masyarakat adat terhadap pihak 
yang menggunakan pengetahuan 
tadisional dan ekspresi budaya 
tradsionalnya secara komersial 
tanpa izin teryata belum diatur se-
cara tegas dalam peraturan perun-
dang-undangan HKI Indonesia. 
Perlindungan hukum terhadap ek-
spresi budaya tradisional sangat 
dibutuhkan oleh negara- negara 
berkembang, karena perlindungan 
dianggap sebagai tindakan yang 
diambil untuk menjamin kelang-
sungan hidup warisan budaya tak 
benda dan kreativitas komunal 
(Saidin, 2006: 78). 
Ada dua hal yang dapat di-
lakukan guna memberikan perlin-
dungan hukum atas pengetahuan 
tradisional:  
Pertama, untuk jangka pen-
dek perlindungan dengan sistem 
inventarisasi atau dokumentasi 
pengetahuan tradisional yang ada, 
hal ini tidak saja memberikan 
fungsi informatif tetapi juga dapat 
digunakan sebagai fungsi pembuk-
tian hukum. Pendokumentasian 
dapat dilakukan dengan cara foto, 
tulisan atau catatan khusus yang 
dibuat oleh pemerintah. 
Kedua, untuk jangka me-
nengah dan panjang dengan men-
geluarkan peraturan yang secara 
khusus melindungi pengetahuan 
tradisional. Salah satu cara untuk 
memperjuangkan kepentingan na-
sional di tingkat internasional ada-
lah dengan menciptakan peraturan 
perundang-undangan nasional 
yang mengatur pula masalah-
masalah yang bersifat internasion-
al. (Atsar, 2017: 291). 
Untuk memajukan kebu-
dayaan nasional Indonesia diper-
lukan langkah strategis berupa 
upaya pemajuan kebudayaan me-
lalui pelindungan, pengembangan 
pemanfaatan, dan pembinaan guna 
mewujudkan masyarakat Indone-
sia yang berdaulat secara politik, 
berdikari secara ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebu-
dayaan. Beberapa instrumen hu-
kum internasional telah mengatur 
tentang hak cipta pada umumnya 
dan perlindungan ekspresi budaya 
tradisional pada khususnya. Seba-
gaimana dipaparkan oleh WIPO 
Publication (2003) bahwa terdapat 
beberapa konvensi Internasional 
yang yang mengatur perlindungan 
budaya tradisional antara lain 
Berne Convention, The Model Pro-
vision 1982, dan Refised Draft 
Provisions for The Protection of 
Traditional Cultural Expres-
sion/Expression of Folklore. 
Menurut Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta Pasal 1 angka 3 menye-
butkan bahwa Ciptaan adalah hasil 
setiap karya Pencipta yang menun-
jukkan keasliannya dalam lapan-
gan ilmu pengetahuan, seni, atau 
sastra. Budaya tradisional terma-
suk dalam karya ciptaan yang di-
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lindungi, hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 10 dan Pasal 12 UUHC.  
Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 mengatur 
tentang folklore dalam hal peme-
gang Hak Cipta, ayat (1) menye-
butkan bahwa Negara memegang 
Hak Cipta atas karya peninggalan 
prasejarah, sejarah, dan benda bu-
daya nasional lainnya”; ayat (2) 
“Negara memegang Hak Cipta atas 
folklore dari hasil kebudayaan ra-
kyat yang menjadi milik bersama 
seperti cerita, hikayat, dogeng, le-
genda, babad, lagu, kerajinan tan-
gan koreografi, tarian, kaligrafi dan 
karya seni lainnya.”  
Selanjutnya Penjelasan 
undang-undang tersebut membe-
rikan definisi folklore sebagai se-
kumpulan ciptaan tradisional, baik 
oleh sekelompokmaupun peroran-
gan dalam masyarakat yang me-
nunjukkan identitas sosial dan bu-
dayanya berdasarkan standar ni-
lai-nilai yang diucapkan atau diiku-
ti secara turun menurun, seperti, 
cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-
lagu rakyat dan musik instrumen 
tradisional, tarian-tarian rakyat, 
permainan tradisional, hasil seni 
antara lain berupa lukisan, gam-
bar, ukir-ukiran, pahatan, perhia-
san, kerajinan tangan, pakaian 
adat, instrumen musik, dan tenun 
tradisional. 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD NRI 1945) sebagai 
konstitusi negara telah mengama-
natkan pemajuan budaya dalam 
Pasal 32 ayat (1): “Negara mema-
jukan kebudayaan nasional Indo-
nesia di tengah peradaban dunia 
dengan menjamin kebebasan ma-
syarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai bu-
dayanya”. Berangkat dari amanat 
tersebut, lahirlah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pe-
majuan Kebudayaan (selanjutnya 
disebut UU Pemajuan Kebu-
dayaan) yang disahkan pada tang-
gal 24 Mei 2017 dan diundangkan 
pada tanggal 29 Mei 2017. Ada be-
berapa poin penting yang perlu 
diketahui masyarakat Indonesia 
terkait dengan diundangkannya 
Undang-Undang baru ini, salah sa-
tunya adalah Sistem Pendataan 
Kebudayaan Terpadu sebagai sa-
lah satu upaya perlindungan. Sis-
tem Pendataan Kebudayaan Ter-
padu menurut Pasal 1 Angka 12 
Undang-Undang Pemajuan Kebu-
dayaan adalah sistem data utama 
Kebudayaan yang mengintegrasi-
kan seluruh data Kebudayaan dari 
berbagai sumber. Isinya terkait 
dengan objek kemajuan kebu-
dayaan, sumber daya manusia ke-
budayaan, lembaga kebudayaan, 
pranata, sarana dan prasarana ser-
ta data lain terkait kebudayaan. 
Data tersebut dapat diakses oleh 
setiap orang dengan tetap mem-
pertimbangkan kedaulatan, kea-
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manan, dan ketahanan nasional 
(Amurwaningsih, 2018: 304). 
Pasal 38 Undang-undang No 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
menyebutkan Ekspresi Budaya 
Tradisional dan Hak Cipta yang 
penciptanya tidak diketahui mene-
tapkan: 1) Hak cipta atas ekspresi 
budaya tradisional di pegang oleh 
Negara. 2) Negara wajib mengin-
ventarisasi, menjaga dan memeli-
hara ekspresi budaya tradisional 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 3) Penggunaan ekspresi bu-
daya tradisional sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus mem-
perhatikan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat pengembannya. 
4) Ketentuan lebih lanjut menge-
nai Hak Cipta yang dipegang oleh 
Negara atas ekspresi budaya tradi-
sional sebagaimana dimaksud ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pe-
merintah. 
Rancangan Undang-undang 
Ekspresi Budaya Tradisional 
(RUUEBT) Pasal 1 angka 2 mem-
berikan pengertian Ekspresi Bu-
daya Tradisional adalah segala 
bentuk ekspresi, baik material 
maupun immaterial, atau kombi-
nasi keduanya yang menunjukkan 
keberadaan suatu budaya dan 
Pengetahuan Tradisional, yang 
bersifat turun-temurun. 
Ekspresi budaya tradisional 
Indonesia telah mempunyai pe-
rangkat perundang-undangan na-
sional yang lebih sesuai dengan 
kewajiban-kewajiban internasio-
nalnya dan lebih kuat dasar hu-
kumnya bagi penegakan perlin-
dungan HKI. Tapi tidak dapat di-
pungkiri bahwa hak cipta terkait 
ekspresi budaya tradisional yang 
dipegang oleh negara belum ada 
peraturan pemerintahnya. 
Dapat dikatakan bahwa pe-
negakan hak cipta masih mengha-
dapi kendala-kendala yang cukup 
berat. Penyebabnya adalah masih 
kurangnya budaya etika bangsa 
Indonesia untuk menghargai cip-
taan seseorang, kurang pemaha-
man masyarakat dan penegak hu-
kum tentang arti dan fungsi hak 
cipta, serta kurangnya fungsi pen-
cegahan dari peraturan lama, se-
lain penyebab lainnya yaitu kurang 
koordinasi diantara para penegak 
hukum kepolisian, Kejaksaan, Ha-
kim, Instansi Bea Cukai dan instan-
si terkait lainnya yang membidangi 
persoalan pelaksanaan dan strate-
gi penegakan hukum Hak Cipta 
(Damian, 2005: 258). 
 
4. KESIMPULAN 
 
Pertama, perlindungan hu-
kum terhadap ekspresi budaya 
trradisional menurut Undang-
Undang No 11 Tahun 2006 Ten-
tang Pemerintahan Aceh bahwa 
pembinaan adat dan adat istiadat 
dilakukan sesuai perkembangan 
keistimewaan dan kekhususan 
Aceh yang berlandaskan pada ni-
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lai-nilai Syariat Islam. Pelaksanaan 
pelestarian ekspresi budaya tradi-
sional dilaksanakan oleh Lembaga 
adat yang berfungsi dan berperan 
sebagai wahana partisipasi masya-
rakat dalam penyelenggaraan Pe-
merintahan Aceh, Lembaga adat 
sebagaimana dimaksud  adalah 
Majelis Adat Aceh. 
Kedua, perlindungan hu-
kum terhadap Ekspresi Budaya 
Tradisional menurut Undang-
Undang No 28 Tahun 2014 Ten-
tang Hak Cipta bahwa Negara wa-
jib menginventarisasi, menjaga 
dan memelihara ekspresi budaya 
tradisional. 
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